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Abstract

The implication of globalization toward Indonesia law order, most off all enter to
pass international agreement that ratified, influential towards law system, that is
from aspect subtance with more law and regulation quantity that profess to
understand liberal or neo-liberal; fromstructure aspect influencesapar atur in decide
wisdom inclined pro-state progress regardless of society condition, and from aspect
curtural influences manner looks at, attitude, and society behaviour inclined individual
towards obedience and cognizanceright and law duty. Law enforcement in Indonesia
is crisis, such crisis condition, can be sowed with institution loss authoritative,
curropt apparatusand figured think positivistic analytic, low of legal cultural society,
with legal culture doesn’t support, so that need a efforts approaches new progressive,

by think holistik.
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|. PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan tatanan sosia
(order) yang mempengaruhi perikehidupan
ekonomi, politik, dan hukum suatu negaradi
berbagai belahan dunia akibat pesatnya
perkembangan teknologi komunikasi,
transportasi dan informasi, sehingga
memudahkaninteraks hubungan internasiond
yang dil akukan ol eh negara-negaramaupun
organisad internasond. Igtilah globdisas pada
umumnya dianggap berhubungan dengan
segala hal yang berkaitan dengan
perekonomian sehinggamdibatkan hubungan-
hubungan globa yang mengacu padamakin
menyatunyaunit-unit ekonomi kedalam satu
unit ekonomi dunia (Eddy Pratomo, Jurnal
Hukum BisnisVol.23No.1, Tahun 2004:35)

Globalisas jugaditandal dengan berbagai
dorongan perusahaan transnasional,
restrukturisas ekonomi dan pengembangan

perdaganganintra-regiona. M ekanisme dari
sistem perdagangan eraglobal, perusahaan
transnasiond, lembaga-lembagafinansa dan
pembangunan internasional berperan secara
intensif dan dominan mendesak kesepakatan
internasiond yang diarahkan padasuatu negara
untuk melakukan reformasi aturan dan
kebijakan disegala bidang, mulai sistem
perpaj akan, ketenagakerjaan, perdagangan,
hutang, dan investasi (Firman Muntako,
2007:165-166).

Globalisasi merupakan suatu proses
percepatan interaks yang luas daam bidang
politik, teknologi, ekonomi, sosial, bahkan
budaya. Globalisas menggambarkan multi
lapisdan multi dimens prosessertafenomena
hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-
negara Barat dan secara khusus kapitalis
besertanilai-nilai hidup dan pel aksanaannya
(Samud M. Makinda, Current Affair, Vol. 74,
No. 6,April-Mei 1988:4).

OO0 0000000000000 0000000000000 0OO®OC®EO®O®EO®EO®EO®O®OO®O®O®OEOEOEOSEOIOEONOSEOSONOOOONPO
Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia (Dharma S. Pagaralam) 23



Proses globalisas adalah penyebaran
secaragradud pemikiran-pemikirandannila-
nilai yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan
politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi,
sosial dan budaya serta hak untuk
pembangunan (right to development) bagi
negara-negara berkembang dipihak lain.
Secara bertahap pemikiran dan nilai-nilai
tersebut memberikan landasan bagi konsep
global citizenship. Peranan PBB dengan
United Nations Charternyasangat signifikan
ddampemikiran sertanila-nila tersebut dan
secarabertahapteahdiratifikas oleh berbagai
negaradidunia(Muladi, 2007:9).

Globalisasi yang masuk dalam bentuk
kebijakan dan aturan hukum yang ditetapkan
oleh negarabanyak mengandung nilai-nilai
liberdis, sebagal suatu konsekuens tolerans
terhadap perkembangan dan pengaruh negara-
negaramaj u yang padaumumnyamenganut
paham liberalis, sehingga dapat dikatakan
bahwa globalisasi berbasis pada paham
liberdisme

Paham libelarisme ekonomi ini
memperjuangkan |eissez faire (persaingan
bebas), yaitu paham yang memperjuangkan
hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan
individual dimanamerekalebih percayapada
kekuatan pasar untuk menyel esaikan masalah
sosial ketimbang metodeintervensi negara
yang mengambil bentuk dalam regulasi-
regulas yang dihasilkannya.

Ulrich Beck (1998) mengatakan bahwa
globalisas berpengaruhterhadaprelas-relas
antar negaradan bangsadi duniayang akan
mengd ami deteritorialisad, menurut Anthony
Gidden (2000) globdisas merupakan therun
a way world, perubahan-perubahan
diberbagai bidang terutamaperubahan sosid
di suatu negaraakan berpengaruh secaracepat
terhadap negaralain, sehingganegarayang
belum siap untuk bersaing akan semakin
tertinggal dan negarayang maju akan semakin
maju. Sedangkan Konichi Ohmae (1995)
menyatakan bahwaglobdisas akanmembawa
kehancuran negara-negara kebangsaan
(Kaelan, 2006: 1).

Globalisasi yang membawa pengaruh
negatif bagi tatanan hukum Indonesia, seperti
berkembangnya cor porate imperialism,
culture imperialism, dan kerusakan
lingkungan hidup dan budaya, ketidakadilan,
dan sebagainya(Muladi, 2006:3), tanpadapat
dihindari masuk medui pringp-pringp umum
hukum internasional yang diakui melalui
perjanjian-perjanjianinternasond.

Kondis faktua hukum Indonesiasaet ini
sangat mempri hatinkan, mengingat banyaknya
peraturan perundang-undanganyang lepasdari
konteks ke-Indonesiaan, cenderung
mengandung nila liberdisdankapitdismdaui
globalisasi, sehingga jika dibiarkan akan
menghilangkan ciri dari sistem hukum
Indonesia, yaitu hukum yang bersumber,
hidup, dan berkembang dari jiwa bangsa.
Kondisi demikian akan berdampak bagi
kehancuran sistem sekaligus penegakan
hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia begitu
terpuruk dantidak berwibawa. Kondis krisis
semacam itu, dapat ditunjukkan dengan
banyaknyalembagadan pranatahukum yang
dilecehkan, hal ini dikarenakan banyaknya
lembaga penegak hukum (aparat penegak
hukum) yang justru menjadi hukum sebagai
sarana untuk memperoleh kekuasaan,
kekayaan dan lainnya. Bahkan, seolah-olah
masyarakat benar-benar berada dalam
keadaan “anomi” (Yusriadi, 2009:54).

Untuk itu saat ini diperlukan suatuide,
gagasan ddam bidang penegakan hukumyang
relatif baru, yang sama sekali berbeda dari
penegakan hukum yang selama ini sudah
mapan, mentradisi, bahkan seolah-olah
sebagai satu-satunyayang dipilih (Yusriadi,
2009:59).

Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, dapat dirumuskan beberapa
permasa ahan sebagai berikut:

1. Bagaimanaimplikas globalisas terhadap
tatanan hukum Indonesia”?

2. Bagaimana penegakan hukum yang
sebaiknya dilakukan guna mengatasi
pengaruh negetif dari globdisas ?
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II.PEMBAHASAN

Implikas Globalisasi Terhadap Tatanan
Hukum

Globalisas padahakekatnyaada ah suatu
proses transformasi sosial yang akan
membawa kondisi umat manusia yang
berbeda-beda dan terpencar-pencar dibanyak
wilayah negaradi dunia, kesatu kondis tunggd
yang tidak mengenal batas-batas wilayah.
Pengaruh globdisas yang demikian|uas, tidak
sgjadibidang ekonomi tetapi jugadibidang
sosial, budaya, teknologi, perdagangan,
(Barbara Parker, 1997:484), yang
kesemuanya menimbulkan problematik
sehingga perlu diatur oleh aturan hukum
sebagal law making dan perlu penegakan
hukum sebagai law enforcement (Abdul
Manan, 2005:64).

Implikasi globalisas terhadap hukum,
karena dalam beberapa hal sulit dihindari
keharusan negarauntuk mentaati instrumen-
ingrumen hukuminternasiond, ddamha-hd
tertentu negara harustunduk padaketentuan
internasiona didorong oleh kebutuhan untuk
mengikuti standar-standar internasiona agar
tidek terisolas dari pergaulaninternasiond aau
dengan pengharapan bahwa instrumen-
instrumen hukum internasional tersebut
menyedi akan dispute settlement body apabila
terjadi perselisihan hukum (World Trade
Organization dan International Court of
Justice), atau karenakebutuhan untuk saling
membantu apabilaterjadi masalah hukum
(ekstradisi atau mutual legal assistance in
crimnal matters) (Muladi, 2007:9).

Implikasi globalisasi terhadap tatanan
hukum Indonesia, tidak sajamemaksakita
harus menyesuaikan hukum nasiona kita
dengan segal aketentuan hukum perjanjian
internasiona yang telah kitaratifikas, tetapi
kita juga harus melaksanakannya dengan
konsisten dan konsekuen. Bahkan, ddamhd-
hd tertentu, misanyada am bidang penanaman
modd, kitabahkan harus menerimatekanan-
tekanan negara-negaramaju yang memaksa
agar kitamenetapkan kebijakan dan hukum

yang sesua dengan kehendak negarapenekan.
Hal ini disebabkan karena kebutuhan
Indonesia untuk pembiayaan pelaksanaan
pembangunan dengan mengharapkan adanya
bantuan asing. Globalisas banyak ditentukan
oleh negara-negaramau, yang menyebarkan
hukum modern yang bersifat Eropa-sentris
dan berwatak liberal.

Hukum akhirnyamuncul sebagai hukum
modern yang harus mengakomodasikan dan
mengkompromikan kekuatan-kekuatan sosd
yang ada. Hukum berfungsi untuk menjaga
agar lalulintasdaninteraks antar kekuatan-
kekuatan tersebut berjaan produktif. Hukum
yang berwatak demikian akanterjadi kesulitan
manakala hukum tersebut diterapkan pada
masyarakat atau negara dengan kosmologi
yang berbeda (Satjipto Rahardjo, 2006: 13-
14). Kenyataan seperti inilah yang
mengakibatkan hukum Indonesiaseringkali
tidak dipatuhi oleh masyarakat.

K etergantungan Indonesia yang amat
besar terhadap perekonomian internasional
menyebabkan semakin banyak peraturan
perundang-undangan yang mengadops paham
liberd, atau yang saat ini |ebih dikenal dengan
neo-liberal, yang pada dasarnya hanyalah
sebuah fenomenakebangkitan kembdi faham
libera lama, yang padaintinyadapat dikendi
melaui limaciri pokok (Budi Setiawan, Radar
Lampung 30 April 2007:26), yaitu:

1. Membiarkan mekanisme pasar bekerja,
termasuk membebaskan perusahaan
Swasta dari negara atau pemerintah.
Penerapan keyakinan tersebut berupa
pemberian ruang bebas dan keterbukaan
terhadap perdagangan internasional dan
investas, seperti ASEAN Free TradeArea
(AFTA) maupun North American Free
Trade Agreement (NAFTA). Intinya
sebuah area yang bebas dari birokrasi
negara.

2. Efisiensi dengan memangkas semua
anggaran negara yang tidak produktif,
seperti subsidi untuk pelayanan sosia,
subsidi anggaran pendidikan, kesehatan
danjaminansosid lainnya
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1. Menganjurkan diterapkannya reformasi
kebijakan nasional (deregulasi) dalam
berbagai sektor kebijakan terutamapada
(deregulas) ekonomi. Penerapanregulasi
ekonomi pada hakekatnya bertentangan
dengan prinsip dasar mereka yakni
kepentingan ekspans global dari investas
dan kapital, proses produksi global, dan
prosespemasaran global.

2. Keyakinan terhadap privatisasi, karena
privatisad disandarkan padaad asan efisens
dan mengurangi korupsi, namun bagi
mayoritasrakyat justru eksesdestruktiflah
yang didapatkan sebab implikasinyaadd ah
terkonsentrasinya basis-basis kapital
ditangan segelintir orang dan dengan
kekuasaan superiornya mereka
menentukan harga-harga kebutuhan,
termasuk kebutuhan rakyat.

3. Menyishkannila-nila yang mengutamakan
solidaritassogd dan menggantikan dengan
nila-nila yanglebihbersfat tanggungjaveab
individud, karenasemangat kolektivisme
sangatlah kontraproduktif dengan logika
efisens dan efektifitasyang menjadi motif
mendasar dari kerjafaham liberalis (Sri
Redjeki Hartono, Jurna Hukum Spektrum,
April 2005:8).

Neo-liberal masuk dalam perekonomian
negara-negara berkembang melalui
transformas globa dibidang ekonomi, yaitu
menyerahkan perekonomian negaramel a ui
mekanisme pasar, sementara peran negara
dibatasi. Dibidang investasi, liberalisasi
investasi juga merupakan bagian dari
globalisas padape aksanaannyamendorong
kebijaksanaan suatu negara untuk
mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan
alam secarabesar-besaran dan intensif. Carut
marut hukum dan kebijakan di eraglobaisas
ini, disamping banyak mengandung prinsip-
prindpdannila-nila liberd, jugabanyak yang
inkonsistensi, tumpang tindih, sehingga
menimbulkan multi intrepretasi, belum lagi
ditambah denganimplementas perundang-
undangan yang belum ada peraturan
pel aksanaannya. Oleh karenanyadiperlukan

upaya penegakan hukum yang lebih baru,
segar, danrevolusioner.

Penegakan Hukum Progresif

Penegakan hukum pada hakekatnya
merupakan proses penyesuaian antaranilai-
nilai, kaidah-kai dah, dan polaperilaku nyata,
yang bertujuan untuk mencapa kedamaian,
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut

(Soerjono Soekanto, 1983:5):

1. Faktor hukumnyasendiri.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak
yang membentuk maupun yang
menergpkan hukum.

3. Faktor syanaataufadlitasyang mendukung
penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil
karya, cipta, dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusiadi dalam pergaulan
hidup.

Faktor Hukum

Secarasingkat penegakan hukum dapat
diartikan sebaga upayauntuk membuat hukum
dapat berlaku atau berfungs, beroperas dan
terwujud secara nyata. Dengan kata lain
penegakan hukum mempunyai arti
fungsondisas hukum, operasondisas hukum,
dan konkretas hukum. Jadi penegakan hukum
add ah prosesbekerjadan berfungs nyahukum
oleh gparat penegak hukum terhadap peril aku-
perilaku yang secaraformil berlawanan dengan
norma-normahukum (Widiado Gunakarya,
2002:59).

Penegakan hukum akan berjaan dengan
baik jikaadakesesuaian dan kerjasamaantara
komponen-komponen sistem hukum, yakni
substans hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum yang juga satu dengan yang lain
merupakan satu kesatuan (wholeness)
(Widiado  Gunakarya, 2002:59).
Ketidakberhasilan penegakan hukum di
Indonesia sering terjadi karena faktor
fragmentas antar komponen yang terlibat
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dalam penegakan hukum. Fragmentasi disini

|ebih diartikan sebagal adanyaketidaksesuaian

dan atau ketidakserasian antar komponen.

Komponen hukum yang akan ditegakkan

seringkali secaravertikal maupun horizontal

substansinyatidak sel aras, disamping materi
muatannya sendiri (kebijakan legidlasinya)
dirancang secarakurang rasional, termasuk
pulamengabakan nila-nila hukumyang hidup
ddammasyarakat. Hukumitu untuk manusia
dan bukan manusiauntuk hukum sertahukum
bukan untuk dirinyasendiri tetapi untuk sesuatu
yang lebih besar, yaitu untuk kebahagiaan,
kesejahteraan, dan kemuliaan manusia
(Satjipto Rahardjo, 2005:4). Ibarat pasukan
akan mgju perang, parapolis, jaksa, hakim,
bahkan advokat harus bergandengan tangan
dengan semangat dan kepedulian yang sama
untuk mgu perangddammeavankrissddam
berbagal perwujudannya(Seatjipto Rahardjo,

2006:72).

Hal Inilah apayang dikemukakan oleh
Fritjop Capra sebagai “ turning point “ suatu
momen dimanate ah tibamasanyauntuk para
manusia berfikir dan memandang sesuatu
secarautuh sertamenyatukan kembali sesuatu
yang telah dipecah-pecah, dipisahkan dan
dipotong-potong menjadi sesuatu yang utuh
kembali sebagai manaawa nya (put the pieces
back together again) (Fritjop Capra,
2004:43-44). Bonaventurade Sousa Santos
(1995:14) menyebutnya dengan istilah
“paradigmatic transition”, dimana kita sedang
berada dalam masa transisi dari masa
ketidaksaimbangan antarapringp regulas dan
emangpas. Sementaramenurut Bagir Manan
(1993), hukum nasional seharusnya
mempunya kandungandimens-dimend tujuan
dan sendi-sendi nasional seperti :

1. Harusberis dan merupakaninsrumenyang
dapat mewuj udkan kesgj ahteraan umum
dan keadilan sosia bagi seluruh rakyat
Indonesia

2. Harusberisikan dan merupakan insrumen
yang dapat mewujudkan masyarakat

Indonesia yang demokratis dan mandiri
dan sgjahtera.

3. Harus berisi dan merupakan instrumen
penyel enggaraan negaraberdasarkan atas
hukum dan konstitusi, yang bukan sgja
mengandung berbagai bentuk pembatasan
kekuasaan, tetapi juga mencerminkan
kepastian hukum, keadilan, dan
kebenaran.

Selain hal di atas, hukum yang akan
ditetgpkan jugaharusmengandung nilai-nilai
hukum yang ada dalam masyarakat, serta
memperhatikan kesadaran hukum, kebutuhan
hukum, dan kenyataan-kenyataan sosid yang
ada dalam masyarakat. Penciptaan dan
penerapan sistem hukum yang tidak berasal
atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat
merupakan masalah, khususnya dinegara-
negarayang sedang berubah karenaterjadi
ketidakcocokan antaranila-nila yang menjadi
pendukung sistemdari negaralain dengannila-
nilal yang dihayati oleh anggotamasyaraket itu
sendiri (Esmi Warassih Pujirahayu, 2001).

Pembuatan undang-undang tidak lain
adal ah suatu proses menuangkan dari sekian
banyak keinginan-keinginan, pikiran-pikiran,
cita yang dimiliki oleh individu-individu,
kel ompok-kel ompok atau golongan kedalam
suatu bentuk. Namun ketika segala cita,
keinginan dan pikiran-pikiran tersebut
dituangkan kedalam bentuk bahasa serta
dituliskan, makaakan mulai timbul masalah,
karenatel ah menga ami reduks-reduks hingga
tidak akan menjelma secara utuh lagi
sebagal manayang adadalam benak pikiran
awalnya, karena bisa terjadi disebabkan
kosakata yang kurang memadai dari suatu
bahasaatau pengaruh luar seperti kepentingan
tertentu, baik politik, ekonomi dan sebagainya
pada saat ditetapkan dalam suatu peraturan
tertulis

Demikian mengenai peraturan atau
undang-undang sebagal sa ah satu komponen
penegakan hukum yang amat penting untuk
menjadi pedoman para aparat penegak
hukum. Berbagai syarat harus dipenuhi oleh
sebuah aturan agar dapat berjalan seefektif
mungkin dan diterima oleh masyarakat itu
sendiri.
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Syarat tersebut, harus memperhatikan
nilai-nilai yang adadalam masyarakat, harus
dapat melihat kenyataan yang ada secara
menyeluruh, dan berbagai syarat lain yang
harusdipenuhi untuk dikatakan sebaga auran
hukum yang baik. Bukan masanyalagi pada
saat sekarang untuk membuat hukum yang
skelleton, tetapi sudah harus mencoba
menggagas kearah pendekatan hukum yang
holistik yang menyatukan kembali hukum
dengan kehidupan manusia, menyatukan
kembali hukum dengandam sekitarnya, serta
hukum tidak lagi mempertahankan
ekdggengnyasehinggamenjadi anomai ddam
konteks kesatuan dengan kehidupan manusia

Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, yang tentunya
berasal dari berbagai macam instansi |ebih
sering dipengaruhi oleh carapandang sektord,
yang salah dalam memandang hukum. Cara
pandang yang memakna hukum sebagaimana
yang tertulisdal am aturan atau undang-undang
(law as it is written in the book ), adalah
akibat dari hegemoni kaum positivis yang
menguasal duniasgak berabadladudan masih
kita rasakan akibatnya hingga saat ini.
Dipelopori oleh JohnAustindan HansKd sen,
aliran positivistelah mengantarkan hukum
dalam bentuk reduksi yang akibatnyahanya
mampu menggambarkan hukum sebagal suatu
sstemnormasg a, sehinggame upakan bahwa
hukum tidak dapat dipisahkan dari “humans
characteristic”” nyadari masyarakat.

Pandangan positivisme hukumini, yang
memandang bahwa hukum adalah
sebagai mana dinyatakan dalam teks pasal -
pasal hukum positif, akan kesulitan
mengungkap suatu kebenaran karenaiahanya
berbasis pada peraturan sgja. Positivisme
menafikan pemikiran-pemikiranfasafati dan
sis moralitas dari kehidupan hukum dan
sdanjutnyahukumdireduks kedd am bentuk-
bentuk peraturan dan kelembagaan yang
formal dan objek ilmu hukum terbatas pada
gpayang tercantum dalam peraturan-peraturan
(Satjipto Rahardjo, 1983:12).

Positivismehukum berkeyakinan, bahwa
hukum harusdipisahkan dari nilai-nilai etika,
ketuhanan, kemanus aan bahkan dengannilai
fundamental hukum itu sendiri, atau dengan
perkataan lain harus memisahkan secarategas
antaradas Sein dan das Sollen. Hukum tidak
lain kecuali dari perintah penguasa(lawisa
command of thelaw givers). Hukum secara
tegas terpisah dengan kehidupan manusia,
artinyahukum ada ah hukum secarakongkrit
empiris, diketahui sesua dengan fakta. Hukum
harusdibersihkan dari anasir-anasir yuridis,
seperti unsur sosiologis, politis, historis, dan
etis. Penekanan pada aliran hukum murni
adalah “bukannya bagaimana hukum itu
seharusnya”, melainkan “apa hukumnya”
(Kaelan, 2006: 10).

Paradigma positivisme ini sebenarnya
muncul atau mulai tumbuh pada abad
kedel apan belas, dan mulai merasuki ranah
hukum sgjak abad kesembilan belas. Paham
positivis memakai cara empirik serta
menyatakan bahwapengetahuan manugatidak
lainadaahilmu-ilmu positif yang didasarkan
pada fakta-fakta yanga ada. Santos
menyatakan bahwa mazhab positivisme
memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari
tradid ilmudam, yang menempatkanfenomena
kajian sebagai obyek yang dapat dikontrol,
digenerdisas sehinggagejda-geja akedepan
dapat diprediksi (Bonaventura de Sousa
Santos,1995:14). Masatersebut di ataslebih
dikenal dengan masa munculnya hukum
modern, ddamkontekssosd kemasyarakatan
hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah
kepada warga negaranya didasarkan pada
peraturan dan prosedur yang bersifat
impersona danimpartia yang padaakhirnya
memunculkan konsep theruleof law (Satjipto
Rahardjo, makalah pada Diskusi Panel
Hukum dan Pembangunan, 1998:5).

Pada sistem hukum modern, keadilan
(justice) telah dianggap diberikan dengan
membuat hukum positif. Akan tetapi dalam
praktek, penggunaan paradigmapositivisme
dalam hukum modern ternyatajugabanyak
menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian
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rupasehinggapencarian kebenaran (searching
for the truth) dan keadilan (searching for
justice) tidak tercapai karenaterhalang oleh
tembok-tembopk prosedural (FX Adjie
Samekto, 2005:10). Kelahiran paham ini
semakin kuat dan tidak terlepasdari kultur
libera individualistik, termasuk munculnya
golongan borjuissebaga kekuatan pendorong
lahirnya sistem hukum modern (Roberto
MengabeiraUnger, 1976). Hukum modern
menurut Radbruch (1961:36) menopang tiga
nilai dasar, yaitu, “keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum”. Nilai dasar tersebut
terkandung dalam cita hukum yang akan
menuntun manusia dalam kehidupannya
berhukum. Namun nilai dasar tersebut tidak
sdldu beradada am hubungan yang harmonis
satu dengan yang lain, melainkan saling
berhadapan, bertentangan, ketegangan satu
samalain. K eadilan bisabertabrakan dengan
kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan
kemanfaatan bisabertabrakan dengan keaedilan
dan kepastian hukum dan seterusnya (Satjipto
Rahardjo, 2006:72).

Hal yang demikianitu membawabanyak
kritik pada paham positivisme karena
kepastian hukum yang dimaksud ada ah bukan
kepastian hukum sebenarnyatetapi kepastian
pelaksanaan peraturan, dengan demikian
keadilan yang diharapkan dari hukum
merupakan keadilan yang bukan sgainyapula
Akibat penggunaan kacamatapostivigtik kaku
dalam mengi nterpretasikan berbagal undang-
undang, makaberbagal kebijakan penegak
hukum maupun putusan hakim, gagal untuk
menghasilkan suatu keedilanyang substansidl,
melainkan hanya sekedar mampu
menghasilkan keadilan yang prosedural
(AchmadAli, 2000:38).

Untuk itu, paraaparat penegak hukum
harusmempunyai tigapilihan peranan sebagai
kunci utama yang dapat dilakukan dalam
menegakkan hukum (Bagir Manan, 2005:10):
1. Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai

la bouche de la loi atau spreekbuis van
dewet, dalam aturan hukum sudah jelas,
pel aku penegakan hukum hanyabertindak

sebagai corong peraturan, kecuali apabila
penerapan itu akan menimbulkan
ketidakadilan, bertentangan dengan
kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu
kepentingan umum, atau ketertiban umum.

2. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai
penterjemah (interpreter) suatu aturan
hukum agar suatu aturan hukum dapat
menjadi instrumen keadilan. Hal ini
dilakukan karenaaturan hukum yang ada
tidak sempurnabaik bahasamaupun obyek
yang diaturnyatidak lengkap.

2. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta
hukum (rechtschepping), ddam ha hukum
yang ada tidak cukup mengatur atau
didapati kekosongan hukum.

Faktor Saranaatau Fasilitas

Komponen sarana atau fasilitas bagi
aparat penegak hukum, baik pada masing-
masing ingtans, maupun padawilayah hukum
merekamas ng-masingddambhd ini haruslebih
ditingkatkan, diperbaharui, diperbanyak, baik
dari segi jumlah maupun kualitas, sis biaya
maupun teknol ogi, sehinggadapat menunjang
kinerja mereka dalam menegakkan hukum
terutama padamasacyber saat ini. Sehingga
gparat penegak hukumtidak sela u tertinggal
dibelakang oleh mode -modd ke ahatan yang
sdldutampil denganwajah baru.

Faktor Masyar akat

Hukum positif saat ini masihbanyak yang
merupakan warisan kolonial Belanda dan
produk hukum represif orde lamadan baru.
Pentaatan masyarakat terhadap hukum
dikarenakan penegakan hukum yang normetif,
preskeptif, dan represf. Jkapenergoan hukum
yang positif legdistik terus menerusdipakai
oleh aparat penegak hukum maka akan
berakibat “ undue processlaw “, sebab secara
positif legalistik aparat tersebut akan
mengaplikasikan hukum secarapreskeptif.
Sehingga sulit mengharapkan bangkitnya
kesadaran hukum masyarakat, kecuali
penegakan hukumnya dilakukan secara
represif (Widiado Gunakarya, 2002:61).
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K eberhasilan penegakan hukum tidak
terlepas dari peran sertamasyarakat secara
keseluruhan. Karenanya dibutuhkan “inner
awareness of enforcement of law”, yang
harusdisadari oleh pembuat kebijakan ketika
memformulas kan kebijakan perundangan-
undangan, dan dalam perencanaan kebijakan
ini harus sudah direncanakan pulakebijakan
penegakan hukumnya dan sekaligus
memperhitungkan efektifitas hukumnya
(secaraholigtik), ddam upayamencapal tujuan
hukum yang diharapkan. K esadaran hukum
sangat erat kaitannyadengan nilai-nilai sosia
dalam masyarakat, sehingga banyak yang
beranggapan bahwa suatu peraturan
perundangan akan berlaku secaraefektif jika
peraturan tersebut dilandas olehvolkgeist atau
rechtsbewustzijn. Artinyabahwakesadaran
hukum berkai tan dengan aspek-aspek kognitif
dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai
faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan
antara hukum dengan pola-pola perilaku
manusi adaam masyarakat (Otje Sdman dan
Anthon F. Susanto, 2004:50).

K esadaran hukum merupakan kesadaran
nilai-nila yang ada dan dicitakan dalam
kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa
nilai - nila fungs hukumyang menjadi fokus
dan bukan ke adian nyataatau terjadi dalam
masyarakat. Artinya, kesadaran hukum
menekankan tentang nilai-nilai masyarakat,
fungs hukum dalam masyarakat. Berdasarkan
pengertian ini, dapat dikatakan bahwa
persoal an yang sebenarnya adal ah kembali
kepada masal ah dasar dari validitas hukum
yang berlaku, yang akhirnya harus
dikembdikan padanilai-nila masyarakat (Otje
Salman dan Anthon F. Susanto, 2004:50).

Masalah kesadaran hukum acapkali
dikaitkan dengan masal ah ketaatan hukum,
dimanakesadaran hukum dianggap sebagai
suatu variabel bebas, sedangkan ketaatan
hukum merupakan variabel tergantung dan
kadangkala dianggap variabel antara yang
terdapat diantarahukum dan perilaku manusia
secaranyata. Perilaku yang nyata terwujud
daamketaatan hukum, namun hal ini tidak

dengan sendirinyahukum mendapat dukungan
sosd, karenadukungan sosa hanyadiperolen
apabilaketaatan hukum tersebut didasarkan
kepada kepuasan sebagai manifestasi dari
hasrat akan keadilan. K etaatan hukum dapat
dikatakan sebagai tol ok ukur akan berfungsi
atau tidaknya hukum dalam masyarakat,
dengan kata lain bahwa ketaatan hukum
merupakan tolok ukur efektifitas hukum.
Menurut Pospisil (1959:200-201)
terdapat tiga faktor yang menyebabkan
manus amematuhi hukum, yaitu compliance,
identification, dan internalization.
Sementara Soerjono Soekanto (1982:50)
menambahkan satu faktor lagi, yaitu manusia
mematuhi hukum karena hukum tersebut
menjaminkepentingan masyarakat. Pendlitian-
penelitian empirik yang dilakukan oleh para
505 0log hukum melihat kepatuhan hukum deri
hasi| pengujiannyada am masyarakeat, hukum
tidak boleh bekerjadengan perintah, mearang,
memberi ancaman sanksi, tanpa
memperhatikan seluruh komponen yang
terlibat dalam bekerjanyahukum. Selainitu,
juga dipertanyakan mengapa masyarakat
mematuhi hukum, dan apakah boleh
masyarakat menolak keberlakuan hukum.
Berbeda dengan hukum modern yang tidak
menghiraukan unsur-unsur yang adadi sekitar,
hukum ketikaorang melihat mengapaorang
mematuhi hukum yang dibentuk oleh para
pembuat kebijakan, sosiologi hukum
mendasarkan kepatuhan hukum selain pada
fungsi hukumnyasendiri jugapadamanusia
sebagal obyek daripadahukum tersebut.

Faktor Budaya

Faktor budaya hukum (legal culture)
termasuk kasadaran hukum. Budayahukum
lebihluasruang lingkupnyajikadibandingkan
dengan kesadaran hukum karena budaya
hukum dapat ditemui pada setiap masyarakat,
wal aupun dalam komunitasyang sanget kecil.
Hukum merupakan bagian dari budaya, dan
oleh karenaitu hukum tidak dapat dipisahkan
dari jiwadan cara berpikir dari kehidupan
masyarakat, sehinggadapat dikatakan bahwa
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hukum merupakan refleks dari jiwadan cara
berpikir masyarakat. Hukum dituntun, dibatas,
dan ditentukan bekerjaatau tidaknya, berlaku
atau tidaknya oleh kekuatan masyarakat.
Hukum suatu bangsa bukan merupakan
kumpulan peraturan, tetapi suatu bangunan
yang mempunyai watak dan makna. Untuk itu
hukum harusdipel gari jugamengena watak
dan maknayang adadi dalamnya.

Suatu sstem hukum dimanapun di dunia
ini, selalu mencoba untuk melakukan
pencitraan diri (self defining), sebagal salah
satu usshauntuk memasukkantradis dannilai-
nilai kedalam sistem hukum, dan oleh
karenanya, sstem hukum itu selau tertanam
kedalam apa yang disebut dengan “ a peculiar
form of social life “ (Satjipto Rahardjo,
2006:144). Dengan mengend budayahukum,
manusia mengetahui berbagai cara untuk
berhukum. Positivisme sebagai mana yang
banyak mempengaruhi parapenegak hukum
dalam hukum modern, tidak dapat
mengungkap hukum secara keseluruhan
karena ia hanya berhenti dan telah merasa
cukup jikasuatu ketertibanitu tel ah dil akukan
meldui legidas danmenganggap hukum positif
merupakan ketertiban yang fina. Dengan kata
lain, positivismetidak dapat mencapa hukum
sebaga suatu dokumenantropol ogi yang besar
(law asa great anthropol ogical document)
yang melibatkan manusia, habitat, lingkungan,
tradisi, nilai-nilai, dan pandangan hidup
(Satjipto Rahardjo, 2006:143).

Akhirnya, membicarakan budayahukum
tidak terlepas dari keinginan untuk
membi carakan hukum secarakeseluruhan,
agar dapat menangkap hukum secara utuh
dengan tidak dibatasi oleh disiplin tertentu,
karenadengan pembatasan disiplin tertentu
akan menyebabkan gambaran hukum yang
tidak lengkap dan tidak utuh lagi. Untuk
mendapatkan pemahaman dan gambaranyang
utuh mengenai hukum diperlukan suatu
pendekatan yang diharapkan dapat
merangkum seluruh potret hukum, yaitu
pendekatan holistik.

I1l. PENUTUP

Kesmpulan

1. Globalisasi teknologi informasi dan
transportasi berpengaruh terhadap
kehidupan suatu negara, implikasinya
hubungan negara-negara menjadi satu
perkampungan globd.

2. Implikasi globalisasi terhadap tatanan
hukum Indonesia, yang terutamamasuk
melaui perjanjianinternasiond yangtelah
diratifikas, berpengaruh terhadap sstem
hukum, yaitu dari aspek substans dengan
semakin banyaknyaperaturan perundang-
undangan yang menganut pahamliberd aau
neo-liberal; dari aspek struktur
mempengaruhi aparatur negara dalam
menetapkan kebijakan yang cenderung
pro-negara maju tanpa memperhatikan
kondis masyarakat, dan dari agpek kulturdl
mempengaruhi carapandang, sikap, dan
perilaku masyarakat yang cenderung
individualistik terhadap kepatuhan dan
kesadaran akan hak dan kewgjiban hukum.

3. Penegakan hukum di Indonesia begitu
terpuruk dan tidak berwibawa, terbukti
banyak |lembagadan pranatahukum yang
dilecehkan, apara yang korup dan berpola
pikir positivigik anditik, kesadaran hukum
masyarakat rendah, sertabudayahukum
yang tidak mendukung, sehinggadi perlukan
suatu upaya pendekatan baru yang
progresif, dengan caraberfikir holistik.

Saran
Pancasila dalam pembangunan hukum,
sehingga Pancasiladapat dijadikan tol ok
ukur untuk menentukan peraturan mana
yang perludirevig dan peraturan manayang
perlu dibatal kan keberl akuannya.

2. Perlunyakesamaan perseps antaraaparat
penegak hukum untuk tidek lagi memegang
teguh paradigmapostivissgja, akan tetapi
melengkapinya dengan paradigma
sosiologis, sehingga penegakan hukum
disamping memperoleh kepastian hukum,
diperoleh pulakemanfaatan dan keadilan.
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